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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2014 NOMOR 4  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 

NOMOR 4 TAHUN 2014  
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan 

yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, 
antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan sisa lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 

pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu 
dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 183 ayat (4) 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Bantaeng telah 

menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantaeng tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 

Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 1615/VIII/Tahun 2014 tentang 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantaeng tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2014; 

c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantaeng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b dan huruf c, maka perubahan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,  Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan  Lembaran 

Negara RI Nomor 3688); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 3851); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI 

Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4848); 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

5049); 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2011 Nomor  02, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5243); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ; 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4502) ; 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 

Nomor  137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar. Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara RI  Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585) ; 
19. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara RI Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 5155) tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 5165); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5219); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
540); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 

Nomor 3); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 
Nomor 10); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2013 Nomor 8); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

dan  
BUPATI BANTAENG 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 
 

Pasal    1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula 
berjumlah Rp. 632.311.030.332.00 bertambah sejumlah Rp. 28.127.231.674,00 

sehingga menjadi Rp. 660.438.262.006,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan  

a. Semula Rp.  632.483.356.501,00 
b.  Bertambah    Rp.    21.038.766.578,00  

 Jumlah pendapatan setelah perubahan     Rp.  653.522.123.079,00   

2. Belanja  
a. Semula   Rp.  632.311.030.332,00 

b. Bertambah    Rp.    28.127.231.674,00  
Jumlah belanja setelah perubahan Rp.  660.438.262.006,00    
Defisit setelah perubahan   Rp.      6.916.138.927,00  

3. Pembiayaan : 
1) Penerimaan Semula    Rp                            0,00 
2) Bertambah     Rp.      7.088.465.096,00  

Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp.      7.088.465.096,00 
a) Pengeluaran Semula   Rp.         172.326.169,00 

b) Bertambah/Berkurang   Rp.                          0,00           
Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp.         172.326.169,00 
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan  Rp.      6.916.138.927,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah  
Perubahan    Rp.                          0,00 
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Pasal    2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah   
1) Semula    Rp.    37.189.133.592,00 

2) Bertambah   Rp.      8.180.986.959,00 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.    45.370.120.551,00 

1) Dana Perimbangan  Semula  Rp.  498.123.731.779,00 
2) Bertambah    Rp.    12.277.065.645,00 

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan   Rp.  510.400.797.424,00 

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah   

1) Semula    Rp.    97.170.491.130,00 
2) Bertambah    Rp.         580.713.974,00 

Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah 

 perubahan  Rp.    97.751.205.104,00 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah   

1) Semula    Rp.      5.754.274.165,00 
2) Bertambah    Rp.      1.957.652.528,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  Rp.      7.711.926.693,00 

3) Retribusi daerah  Semula  Rp.    24.335.781.889,00 
4) Bertambah   Rp.      2.069.870.731,00 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan  Rp.    26.405.652.620,00 

b. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan   
1) Semula    Rp.      4.163.573.538,00 
2) Bertambah/berkurang   Rp.                          0,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  
setelah perubahan  Rp.      4.163.573.538,00 

c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
1) Semula    Rp       2.935.504.000,00 

2) Bertambah    Rp.      4.153.463.700,00 
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang 
 sah setelah perubahan  Rp.      7.088.967.700,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari  
jenis pendapatan : 

1) Dana bagi hasil  Semula Rp     26.264.910.779,00 
2) Bertambah    Rp.    12.277.065.645,00 

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan  Rp.    38.541.976.424,00 

b. Dana alokasi umum   

1) Semula    Rp.  424.570.861.000,00 
2) Bertambah/Berkurang    Rp.                            0,00 

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan  Rp.  424.570.861.000,00 

c. Dana alokasi khusus 

1) Semula    Rp.    47.287.960.000,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                          0,00 

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan  Rp.    47.287.960.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
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a. Hibah   
1) Semula    Rp.                           0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan  Rp.                           0,00 

b. Dana darurat   
1) Semula    Rp.                         0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 

Jumlah dana darurat setelah perubahan  Rp.                           0,00 

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya  

1) Semula    Rp.    17.484.239.330,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.         209.031.974,00 

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan   Rp.   17.693.271.304,00 

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus   

1) Semula    Rp.    57.847.698.000,00 
2) Berkurang    Rp.      4.874.372.000,00 

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus  

setelah perubahan  Rp.      2.973.326.000,00 

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya   
1) Semula    Rp.    21.838.553.800.00 
2) Bertambah    Rp.      5.246.054.000,00 

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau  
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan        Rp.    27.084.607.800.00 

 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung   

1) Semula   Rp.  332.231.258.779,00 

2) Berkurang   Rp.    16.099.738.566,00 
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.  316.131.520.213,00 

b. Belanja Langsung   
1) Semula    Rp.  300.079.771.553,00 

2) Bertambah    Rp.    44.226.970.240,00 
Jumlah belanja langsung setelah perubahan  Rp.  344.306.741.793,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai   

1) Semula    Rp.  309.090.542.095,00 
2) Berkurang   Rp.    16.131.952.659,38 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.  292.958.589.435,62 

b. Belanja bunga   

1) Semula    Rp.           76.943.700,00 
2) Bertambah    Rp.                224.981,38 

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.           77.168.681,38 

c. Belanja subsidi   

1) Semula    Rp.                           0,00 
2) Bertambah/berkurang  Rp.                           0,00 

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan  Rp.                           0,00 

d. Belanja hibah   
1) Semula    Rp.      3.820.000.000,00 



                            Dokumentasi dan Informasi Hukum|132 

2) Berkurang    Rp.           75.000.000,00 
Jumlah belanja hibah setelah perubahan  Rp.      3.745.000.000,00 

e. Belanja bantuan sosial   
1) Semula    Rp.      1.898.750.000,00 

2) Bertambah/berkurang   Rp.                           0,00 
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan  Rp       1.898.750.000,00 

f. Belanja bagi hasil   
1) Semula    Rp.      1.265.678.868,00 
2) Bertambah    Rp.           10.836.200,00 

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan  Rp.      1.276.515.068,00 

g. Belanja bantuan keuangan   

1) Semula    Rp.    14.579.344.116,00 
2) Bertambah     Rp.         318.552.912,00 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah  
perubahan   Rp.    14.897.897.028,00 

h. Belanja tidak terduga   
1) Semula    Rp.      1.500.000.000,00 

2) Berkurang    Rp.         222.400.000,00 
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  Rp.      1.277.600.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja pegawai   

1) Semula    Rp.    20.214.763.200,00 
2) Berkurang    Rp.      5.159.700.000,00 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan   Rp.   15.055.063.200,00 

b. Belanja barang dan jasa   

1) Semula    Rp.  160.434.352.489,00 
2) Bertambah   Rp.    36.500.360.906,00 

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan  Rp.   196.934.713.395,00 

c. Belanja modal sejumlah   
1) Semula    Rp.  119.430.655.864,00 

2) Bertambah    Rp.    12.886.309.334,00 
Jumlah belanja modal setelah perubahan    Rp.132.316.965.198,00 

 
Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan   

1) Semula    Rp.                           0,00 
2) Bertambah   Rp.      7.088.465.096,00 

Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp.      7.088.465.096,00 

b. Pengeluaran   
1) Semula    Rp.         172.326.169,00 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 
Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp.         172.326.169,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 
1) Semula    Rp.                           0,00 
2) Bertambah   Rp.      7.088.465.096,00 
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Jumlah SiLPA setelah perubahan  Rp.      7.088.465.096,00 

b. Pencairan dana cadangan   

1) Semula    Rp.                           0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah  
perubahan   Rp.                           0,00 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan   
1) Semula    Rp.                           0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah  
yang dipisahkan setelah perubahan  Rp.                           0,00 

d. Penerimaan pinjaman daerah   
1) Semula    Rp.                           0,00 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah  
perubahan   Rp.                           0,00 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman   

1) Semula    Rp.                           0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman  

setelah perubahan  Rp.                           0,00 

f. Penerimaan piutang daerah   

1) Semula    Rp.                           0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                   0,00 

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah  
perubahan   Rp.                           0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Pembentukan dana cadangan   

1) Semula   Rp.                           0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah 
 perubahan   Rp.                           0,00 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah   
1) Semula     Rp.                           0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah  
perubahan   Rp.                           0,00 

c. Pembayaran pokok utang   
1) Semula     Rp.         172.326.169,00 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 
Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh  
tempo setelah perubahan  Rp.         172.326.169,00 

d. Pemberian pinjaman daerah   

1) Semula     Rp.                           0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan  

obligasi daerah setelah perubahan  Rp.                           0,00 

 



                            Dokumentasi dan Informasi Hukum|134 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang 

terdiri dari : 

 

a. Lampiran I  Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

b. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 

c. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 
d. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 

Kegiatan; 
e. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

g. Lampiran VII.1  Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran ini; 

h. Lampiran VII.2 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran ini; 

i. Lampiran VIII  Daftar Pinjaman Daerah. 
 

Pasal 6 
 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 
 

Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantaeng.    

 

 
 

Ditetapkan di  Bantaeng 
Pada  tanggal 18 Agustus 2014                         
 

BUPATI   BANTAENG, 
Cap./ttd.    
H. M. NURDIN ABDULLAH 

  
 



                            Dokumentasi dan Informasi Hukum|135 

Diundangkan di Bantaeng 
Pada tanggal  18 Agustus 2014                        
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 

 
 
 

Drs. H. ABD. GANI, MBA  
Pangkat :  Pembina Utama Muda 
NIP  : 19550712 197903 1 007 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
TAHUN 2014 NOMOR 4 

 

       
                


